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BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
NOMOR  11        TAHUN 2018 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR     11     TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor; 

 

Mengingat   : 1.    Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958  tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan       

Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958  Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244); 

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, 

Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2017, Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
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dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia        

Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah. 

10. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang 

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat 

Paksa, penyitaan dan penyanderaan. 

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

13. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan 

bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor. 

14. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen 

dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk 

digunakan sendiri. 

15. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia 

bahan bakar kendaraan bermotor.  

16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat (NPWPD) adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 

3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun kalender. 

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
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Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan 

besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam 

bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai 

dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Gubernur. 

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga. 

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

30. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah 

yang dikenakan pajak. 

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
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Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 

sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap 

termasuk Pemerintah serta TNI/Polri. 

33. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan yang  

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam 

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, 

Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

34. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan 

oleh Wajib Pajak. 

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 

biaya penagihan pajak. 

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dijelaskan secara 

obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perturan 

perundang-undangan dibidang perpajakan daerah. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PBBKB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 

a. memberikan pelayanan pemungutan PBBKB yang mudah, cepat 

dan tepat; dan 

b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai 

ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan 

PBBKB. 

BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 4 

Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas pembelian bahan bakar 

kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk 

kendaraan bermotor 

Pasal 5 

(1) Objek PBBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor 

termasuk  yang digunakan untuk Kendaraan di Atas Air.  
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(2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah premium, solar, 

pertalite, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, bahan bakar 

gas dan BBKB lainnya yang sejenis. 

Pasal 6 

Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.  

Pasal 7 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

WAJIB PUNGUT 

Pasal 8 

(1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 

kendaraan di air, dipungut PBBKB.  

(2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pungut.  

(3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Kepala Badan. 

(4) Wajib Pungut Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diwajibkan mendaftarkan diri kepada 

Kepala Badan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk 

Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.  

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mendaftarkan diri, Kepala Badan secara jabatan menerbitkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh 

atau dimiliki oleh Daerah. 

(7) Bentuk, isi dan tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih 

lanjut oleh Kepala Badan. 

BAB IV 

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG   

Pasal 9 

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 

kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah 

pajak yang terutang.  
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Pasal 10 

Saat terutang PBBKB adalah pada saat pembayaran atas pembelian 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Penyedia Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

BAB V 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PBBKB 

Pasal 11 

Dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Besarnya tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).  

(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, 

maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan 

dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

BAB VI 

PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN 

Pasal 13 

(1) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum 

dalam SPTPD dari Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Badan dapat melakukan pendataan untuk memperoleh data 

pembanding ke penyalur BBKB.   

(2) Hasil pendataan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) direkonsiliasikan setiap triwulan antara Badan, Wajib 

Pungut serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.  

(3) Dalam hal hasil pendataan kurang dari SPTPD, maka yang menjadi 

dasar perhitungan besarnya pajak terutang adalah yang tercantum 

dalam SPTPD.  

(4) Dalam hal diketahui bahwa data SPTPD lebih kecil dari data hasil 

perhitungan Badan berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain, diterbitkan SKPDKB.  

(5) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 

terutang, diterbitkan SKPDKBT.  

(6) Bentuk, Isi dan Ukuran SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV 

dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 14 

(1) Besaran PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dan Pasal 12.  
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(2) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang 

dinyatakan dalam SPTPD.  

(3) SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lama tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Bentuk, Isi dan Ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak  

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini 

Pasal 15 

Pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh industri, usaha 

pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang 

digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB 

sebesar : 

a. untuk industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh 

belas persen) dari jumlah pembelian bahan bakar;  

b. untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan 

dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah 

pembelian bahan bakar; dan  

c. untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah pembelian bahan bakar. 

Pasal 16 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya 

pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan:  

a. SKPDKB dalam hal:  

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;  

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam 

jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

dalam surat teguran;  

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terutang dihitung secara jabatan.  

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 

jumlah pajak yang terutang;  

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak.  

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.  

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 

jumlah kekurangan pajak tersebut.  
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(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan 

jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

BAB VII 

PENYETORAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF  

Bagian Kesatu  

Penyetoran  

Pasal 17 

(1) PBBKB wajib disetorkan paling lambat pada tanggal 25 (dua 

puluh lima) bulan berikutnya. 

(2) Pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan 

SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara tunai atau 

melalui transaksi elektronik. 

(3) Apabila tanggal penyetoran jatuh tempo pada hari libur atau hari 

yang diliburkan, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja 

berikutnya.  

(4) Bentuk, Isi dan Ukuran SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 18 

(1) SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak atau kurang 

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dan 

ditagih melalui STPD. 

(2) Bentuk, Isi dan Ukuran STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB VIII 

PEMUNGUTAN 

Pasal 19 

(1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut atau 

kuasanya.  
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(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang 

memuat :  

a. nama dan alamat lengkap Wajib Pungut;  

b. wilayah penyaluran bahan bakar;  

c. jenis, harga jual dan jumlah Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor yang diserahkan oleh Penyedia Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor;  

d. jumlah PBBKB yang terutang; dan  

e. jenis penggunaan dan volume penjualan.  

(3) Wajib Pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.  

(4) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh Wajib Pungut pada saat 

pembayaran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  

Pasal 20 

PBBKB dipungut di wilayah tempat Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

dipasarkan.  

Pasal 21 

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal: 

a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar 

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima 

belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

Pasal 22 

Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, SKP, 

SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib 

Pajak pada waktunya, Badan melakukan penagihan pajak dengan 

menggunakan Surat Paksa.  

BAB IX 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Badan, atas :  

a. SKPDKB;  

b. SKPDKBT.  

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas, 

dengan melampirkan :  

a. Surat Keterangan Pajak atau dokumen pajak yang asli;  

b. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak; dan  
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c. pembukuan dan/atau data mengenai penjualan Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor.  

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan 

PBBKB.  

(4) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal Surat Pengajuan Keberatan diterima, Dinas harus 

menerbitkan SKK yang dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.  

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak 

dan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(6) Dalam hal Wajib Pajak masih berkeberatan terhadap SKK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(7) Dalam hal pengajuan keberatan dan/atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 

pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak ditambah bunga 2% (dua 

persen) sebulan dari pokok pajak terutang, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.  

Pasal 24 

(1) Gubernur melalui Badan pengelolaan Pendapatan Daerah 

berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 

pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan 

secara jabatan. 

(4) Tata cara pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

BAB X 

KEDALUWARSA PENAGIHAN   

Pasal 25 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa 

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
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pidana di bidang pajak daerah.  

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tertangguh apabila :  

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau  

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung 

maupun tidak langsung.  

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.  

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya 

menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum 

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 

keberatan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 26 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kepala Badan mengajukan Penghapusan Piutang Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.  

(3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang pajak 

diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. 

BAB XI 

PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK 

Pasal 27 

(1) Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak 

daerah.  

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala 

Badan.  

(3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang : 

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;  

b. menerbitkan: 

1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;  

2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;  

3. surat paksa; 

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;  

5. surat perintah penyanderaan;  

6. surat pencabutan sita;  

7. pengumuman lelang;  

8. surat penentuan harga limit;  

9. pembatalan lelang; dan  

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan 

pajak. 
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(4) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai 

Jurusita Pajak berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 

(5) Tata cara penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, diatur dalam Peraturan Kepala Badan. 

BAB XII 

TATA CARA BAGI HASIL PAJAK 

Pasal 28 

(1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen). 

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 

50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 

50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi. 

BAB XIII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  

Pasal 29 

(1) Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait melakukan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 

pengelolaan PBBKB. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), meliputi: 

a. pengawasan preventif; dan  

b. pengawasan represif. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2012 Nomor 161) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 

Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 31 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini harus sudah 

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan 

Gubernur ini diundangkan. 
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Pasal 32 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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